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ABSTRAK

Nama/Nim : Riska Muliana/160101105
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi . Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar’iyah

Banda Aceh: Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 1
tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidang-
an Di Pengadilan Secara Elektronik”

Tanggal Munagasyah : 17 April 2023 M

Tebal Skripsi : 77 Halaman

Pembimbing | : Dr. Jamhuri, MA

Pembimbing Il . Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

Kata Kunci . Efektivitas, E-Court, Mahkamah Syar’iyah.

Pelaksanaan e-court dalam proses peradilan merupakan langkah baru yang telah
dikembangkan di Mahkamah Agung untuk selanjutnya diterapkan di pengadilan
di bawahnya, termasuk pada penyelesaian perkara di Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh. Permasalahan yang diajukan mengenai tiga hal, yaitu pelaksanaan
e-sourt Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, efektivitas pelaksanaan e-court serta
kelebihan dan kekurangan pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah di Kota
Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Temuan di dalam penelitian ini
bahwa pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Muncul empat bagian
dalam e-court, yaitu e-filling, e-payment, e-simmons, e-litigation. Pelaksanaan e-
court di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh belum sepenuhnya efektif karena
masih ditemukan kendala jaringan dan tidak semua masyarakat di Kota Banda
Aceh mengetahui sistem dan penggunaan e-court. Pelaksanaan e-court di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memiliki kelebihan serta kekurangan
tersendiri, kelebihannya ialah efisiensi waktu, biaya ringan, para pihak tidak lagi
perlu membayar biaya pemanggilan, namun hanya biaya administrasi. Adapun
kekurangan pelaksanaan e-court ialah para pihak yang berperkara belum paham
mengoperasikan sistem online, baik tahapan e-filling, e-payment dan e-summons
termasuk menggunakan aplikasi zoom saat proses e-litigation yaitu persidangan
secara online. Selain itu kekurangan lainnya adalah sistem jaringan mengakses
e-court mengalami kendala masuk atau sign.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawabh ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
I Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
p) Ra R Er
B) Za Z Zet
o Sa S Es
> Sya SY Es dan Ye
o Sa S Es (dengan titik di bawah)
> Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za 4 Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
& Fa F Ef
It Qa Q Qi
d Ka K Ka
J La L El
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¢ Ma M Em
¢ Na N En
3 Wa w We
» Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
I Ya Y Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Hamzah (=) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis
dengan tanda (*).
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa
Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai
berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
! Kasrah | |
f Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&l Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wau lu Adan U
Contoh:
(5 kaifa




J$ : haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

st Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
= Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
& Dammah dan wau il u dan garis di atas

Contoh:

ol . Mmata

= . rama

g . gila

3 A —

sk . yamutu

4. Ta Marbirah

Transliterasi untuk ta marbzarah ada dua bentuk, yaitu: ta marbirah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbiizah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbiitah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marbzzah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

JULYI 435 : raudah al-asfal
L iul : al-madimah al-fadilah
EREN : al-hikmah



5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydzd () dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

;5 . rabbana
L,é . najjaina
S al-hagq
0 al-hajj
vaf : nu’ima
?-’C@ . ‘aduwwun

Jika huruf < memiliki tasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:

o . ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

[;f— . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

M\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
Y] - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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i3 - al-falsafah
SSL;J\ . al-biladu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
R} . ta’murina
2l : al-nau’
253» : syai'un
. € :
Sl . umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Qur’an,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

ol Y 3 : Fizilal al-Qur’an
cradl s andl : Al-Sunnah gabl al-tadwin

ol (osat N Ll ages 3 LAl Al-Tharat FT ‘Umam al-Lafz la bi khusis
al-sabab
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9. Lafz al-Jalalah (<)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

A 23 : dmullah

Adapun ta marbirah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

NSRS : hum 7 rapmatillzh
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau
Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang
(al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muksammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazz bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazr unzila fth al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tas

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazalt

Al-Mungiz min al-Dalal
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, persidangan di pengadilan dilakukan secara manual yaitu
secara langsung mulai dari proses pendaftaran perkara, pembayaran,
pemanggilan para pihak, proses persidangan hingga pembacaan putusan Majelis
Hakim dilakukan secara tatap muka di ruang persidangan. Hakim adalah pejabat
negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman! dalam menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan
yang memiliki kompetensi absolut.

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili
berdasarkan materi hukum (hukum materi)®> atau kewenangan suatu badan
pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak
dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.®

Sistem pelaksanaan persidangan secara langsung dilakukan melalui tahap
memasukkan gugatan ke pengadilan. Pihak penggugat akan dikenakan biaya
perkara yang harus langsung ditransfer ke rekening negara melalui nomor
billing yang telah disediakan. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Syar’iyah akan
menentukan Majelis Hakim yang akan menyelesaikan perkara tersebut. setelah
penetuan Majelis Hakim, selanjutnya akan ditentukan Panitera, hari dan tanggal
sidang. Dalam proses pemeriksaan perkara para pihak akan membacakan
gugatan, jawaban atas gugatan, replik, dan duplik. Apabila proses mediasi tidak

berhasil maka sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian yang menyebabkan para

!Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Cet. | (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008),
him. 49.

2Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, Cet. |
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 53.

3Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), him. 69.
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pihak harus menghadirkan alat bukti ke persidangan guna meneguhkan dalil-
dalil gugatannya. Setelah proses pembuktian selesai, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan hukum serta kesimpulan yang dapat menentukan
putusan akhir. Setelah Majelis Hakim membacakan hasil putusannya maka
ekseskusi dari hasil putusan dapat dilaksanakan baik bagi penggugat maupun
tergugat.

Ditengah era perkembangan teknologi yang semakin pesat, terdapat
beberapa perubahan baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk terus
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di Indonesia, hal
tersebut juga membawa perubahan pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,
diantara perubahan yang sangat berdampak langsung pada setiap pencari
keadilan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah dapat beracara
menggunakan E-Court.

E-Court merupakan persidangan secara elektronik yang berarti
serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan yang
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.* E-Court
merupakan sebuah instrumen pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap
masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya panjar
secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara
online dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan
(Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta penyampaian putusan atau
penetapan hakim ketua atau hakim secara online.®

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mendefinisikan bahwa e-court
merupakan proses dan mekanisme pelayanan bagi para pihak pencari keadilan

untuk mendaftarkan perkaranya secara online yang kemudian akan mendapatkan

4Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elekronik.

SPengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, Buku Panduan E-Court Tahun 2019,
(Temanggung: Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, 2019), him. 4.



taksiran panjar biaya perkara, pemanggilan hingga proses persidangan yang
akan dilakukan secara online pula.

Pemanfaatan teknologi oleh Mahkamah Agung dalam bentuk
penggunaan aplikasi E-Court, ditetapkan dengan resmi dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sampai saat ini menjadi dasar
pelaksaan E-Court di Pengadilan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali
Mahmakah Syar’iyah Banda Aceh.

Sebelum mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Mahkamah Agung
terlebih dahulu mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elekronik, yang aturannya hanya mencakup
pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemangilan para pihak
dan pengguna yang dapat beracara menggunakan e-Court tersebut hanya
pengguna pendaftar saja yaitu Advocad.® Selain itu, dalam PERMA Nomor 3
Tahun 2018 ini juga belum mengatur mengenai persidangan secara Elektronik.

Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pelayanannya Mahkamah Agung
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut,
Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi e-Court dengan
menambahkan menu e-litigation (persidangan secara elektronik).

Penerapan sistem e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, secara
otomatis memindahkah pelayanan yang semula dilakukan secara manual
menjadi sistem online baik dari segmentasi pendaftaran, pembayaran,
pengiriman kelengkapan dokumen hingga sistem persidangan pun dilakukan

secara online. Dengan adanya sistem e-court, diharapkan agar sistem peradilan

& Mahkamah Agung, PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elekronik



yang cepat, sederhana dan biaya ringan akan lebih memberikan pengaruh yang
efektif terhadap kelangsungan peradilan perdata di Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh.

Akan tetapi, pelaksanaan e-court perlulah ditelaah lebih lanjut guna
mengetahui secara mendalam apakah pelaksanaan e-court dapat memberikan
efek yang baik atau bahkan kurang memberikan efek keseriusan dalam
persidangan, karena persidangan dilakukan melalui elektronik tanpa tatap muka
secara langsung. Sehingga akan muncul keraguan apakah persidangan e-court
ini dapat memberikan efektivitas kepada para pihak yang bersangkutan dalam
persidangan tersebut. Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh penulis
dengan mewawancarai salah satu hakim Dr. Muslim Jamaluddin, M.H di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Menurut hakim Dr. Jamaluddin, M.H,
seluruh "lembaga peradilan terutama yang berada di bawah lingkungan
Mahkamah Agung telah melakukan administrasi perkara secara online sejak
tahun 2018 silam dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang khusus
mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik. Akan tetapi, sejak
pandemi ini Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun
2019 yang mengatur bahwa bukan hanya administrasi perkara yang dilakukan
secara online melainkan persidangan juga dilakukan secara online menggunakan
media elektronik. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran kurangnya keseriusan
selama proses persidangan karena para pihak yang bersangkutan tidak
dihadapkan di ruang persidangan melainkan hanya terhubung melalui
elektronik.’

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut tentang efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh. Dengan demikian, penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan
judul “Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar’iyah Banda

"Wawancara Dr. Muslim Jamaaluddin, M.H Sebagai Hakim di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Tanggal 5 Fenruari 2021 Pukul 09.45 WIB di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.



Aceh (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.

Bagaimana mekanisme pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh?

Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh?

Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam penerapan e-court di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk - mengetahui mekanisme pelaksanaan e-court di Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh.

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penerapan e-court di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan sebuah penjelasan tentang istilah dalam penelitian

ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:
1. Efektivitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah



ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Alisman dalam Jurnal ekonomi dan
Kebijakan Publik Indonesia, menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu
keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di
mana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai
tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan
secara efektif.

2. E-court

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik menyatakan bahwa persidangan secara elektronik (e-
court) merupakan serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara
oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi
dan komunikasi.

E-Court juga merupakan sebuah instrumen pengadilan dalam bentuk
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online,
taksiran biaya panjar secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara
online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan
mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan)
serta penyampaian putusan atau penetapan hakim ketua atau hakim secara
online.®
3. Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah Syar’iyah merupakan lembaga peradilan di bawah naungan
Mahkamah Agung. Adapun kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah dan

Mahkamah Syar’iyah provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan

8Alisman, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat,
Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 1, No. 2, November 2014, him. 50.

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, Buku Panduan E-Court Tahun 2019,
(Temanggung: Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, 2019), him. 4.



Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan
dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi’ar Islam yang

ditetapkan dalam ganun.*®

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian saat ini dengan
penelitian terdahulu, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang
telah dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian saat ini.
Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, dkk dalam Jurnal Cendikia
Hukum dengan judul “Menciptakan Sistem Peradilan Efisiensi dengan Sistem
E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang
Raya”.!! Hasil penelitian mengatakan bahwa problematikan terhadap efisiensi
waktu dan biaya diharapkan dapat teratasi dengan adanya e-court. Untuk
membuktikan adanya uji peran efektif terhadap e-court dalam mewujudkan
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dari segemntasi pengadilan negeri
dan agama di wilayah Tangerang Raya maka peneliti melakukan sebuah studi
penerapan e-court di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang
Raya sehingga dapat diketahui bahwa proses pelayanan terhadap administrasi di
pengadilan telah mampu memerhatikan tingkat kepuasan dari segmentasi
efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan yang
dapat dilihat berdasarkan kemudahan dalam proses pembayaran biaya perkara,
dan kemampuan dalam sistem pengumpulan data guna membantu para pencari

keadilan yang dianggap penting.

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Cet. | (Jakarta: IKAHI, 2008), him. 4.

HSusanto, dkk, Menciptakan Sistem Peradilan Efisiensi dengan Sistem E-Court pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 6,
No. 1, September 2020.



Penelitian yang dilakukan oleh Asep Nursobah dalam Jurnal Hukum dan
Peradilan yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong
Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung”.*? Hasil penelitian
menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung
dalam proses penanganan perkara merupakan bentuk pengejawatan dari Pasal 4
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Tujuannya adalah untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas
penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan
tunggakan perkara.

Penelitian 'yang dilakukan oleh Muhamad Amri Habibbullah yang
berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara
Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”.*® Hasil penelitian menyatakan
bahwa prosedur pendaftaran hingga persidangan yang diatur dalam Perma
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik merupakan wujud dari implementasi peradilan yang cepat, sederhana
dan biaya ringan. Dalam sistem e-court terdapat tiga prosedur utama yaitu e-
filing, e-payment dan e-summaons. Seorang advokat yang melakukan e-court
harus memiliki akun e-court agar dapat masuk dan beracara secara online di
pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ayu Damaiyanti dengan judul
“Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan

2Asep Nursobah, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan
Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, Juli
2015.

BMuhamad Amri Habbibullah, Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara
Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Skripsi, Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas
Islam Sultan Agung Semarang, 2018.



Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus”.** Hasil penelitian
menyatakan bahwa penegakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik harus terus disesuaikan
dengan jalannya persidangan di pengadilan. Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A Khusus yang telah menerapkan e-court harus terus melakukan
evaluasi kerja dan harus terus membenah diri guna menunjang pencapaian yang
lebih baik dalam menegakkan e-court di lingkungan pengadilan yang
bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh
peneliti saat ini hanya berfokus terhadap perkara-perkara yang diselesaikan
menggunakan e-court dalam lingkup Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang
mana peneliti saat ini ingin meninjau keefektivitasan persidangan yang
dilakukan secara e-court antara para pihak yang bersangkutan di Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk
mendapatkan sebuah data yang valid dengan menggunakan langkah-langkah
secara ilmiah dan terpercaya oleh para peneliti. Adapun metode penelitian yang
digunakan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan atau metode penelitian yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif

adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks,

gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu

14Tri Ayu Damaiyanti, Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan
Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Skripsi, Diajukan
Kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
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konteks sosial tertentu.r>Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang
efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
melalui proses wawancara dan dokuemtasi dengan para pihak yang
terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengan fokus
penelitian untuk memperoleh data secara akurat.
2. Jenis Penelitian
Adapun dalam penelitian ini peneliti mengunakan jenis penelitian
deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini data penelitian merujuk pada
data lapangan dan data pustaka. Data-data lapangan dalam penelitian ini
di perolen dari hasil wawancara dan dokumentasi, data lapangan
diperlukan untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan E-Court di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Sedangkan data pustaka dalam
penelitian ini di peroleh dari bahan hukum yang relevan dengan
penelitian ini seperti PERMA, buku-buku, jurnal dan skripsi yang
berkaitan dengan penelitian ini. data ini di perlukan untuk mengetahui
tentang aturan dan konsep pelaksanaan E-Court di Pengadilan.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dan

dikumpulkan oleh  peneliti (atau petugasnya) dari sumber

pertamanya.*®

Adapun subjek dalam data primer ini adalah sebagai berikut:

1) Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

15Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah
Ragam Varian Kontemporer( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him. 203.
16Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali: 1987), him. 93.
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2) Kepala bidang atau anggota IT Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh
Selain data primer juga diperlukan bahan hukum primer sebagai data
dasar dalam penelitian ini dan dalam penelitian ini yaitu:
1) PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elekronik
2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama.'’” Sumber data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
literatur kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Teknik pengumpulan data dimaknai dengan cara-cara yang digukan
peneliti - untuk menemukan data - penelitian. Selain itu, teknik
pengumpulan data bermaksud untuk membuat lkasifikasi data-data
penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.
a. Wawancara
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya
jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai
keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di
surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar

televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.'®

Y1bid., him. 94.
18Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV (Jakarta:
Gramedia Pustakan Utama, 2008), him.1559.
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b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa
percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang
yang berkaitan dengan objek penelitian.®
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan
suatu komunikasi.?® Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah
mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian
direlasikan dengan teori-teori hukum yang berlaku.
6. Pedoman Penulisan Skripsi
Pedoman penulisan skripsi yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman
penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk
terjemahan ayat Al-Qur’an, penulis menggunakan Al-Qur’an dan
Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik

Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data,

1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XXI (Bandung:
Alfabeta CV, 2014), him. 240.

20 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996),
him. 49.
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sumber data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika
penulisan.

Bab dua merupakan bab kajian teori tentang pelaksanaan e-court di
pengadilan, terbagi kepada empat point pembahasan yaitu, pengertian E-Courtm
Konsep E-Coourt di pengadilan, Dasar hukum pelaksanaan E-Court di
pengadilan, Konsep efektivitas.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian yang membahas tentang profil
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, mekanisme pelaksanaan e-court di
Mahkamah Syar’iyah ‘Banda Aceh, efektivitas pelaksanaan e-court di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan kelebihan serta kekurangan terhadap
pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang meliputi

kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB DUA

KAJIAN TEORITIS TENTANG PELAKSANAAN E-COURT DI
PENGADILAN

A. Pengertian E-Court

E-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online.
Taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online,
pemanggilan para pihak secara online dan persidangan secara online termasuk
pula mengirim dokumen secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban).!

Aplikasi E-Court merupakan aplikasi yang memungkinkan para pencari
keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu
gugatan--maupun permohonan secara online, dapat melakukan pembayaran
panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan
pemanggilannya dilakukan secara elektronik.

E-Court juga dapat di pahami sebagai sarana pengadilan untuk memberi
pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran secara online.
Taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara onling,
pemanggilan para pihak secara online dan persidangan secara online termasuk
pula mengirim dokumen secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban).

Sehingga, dari penjelasan diatas, dapat penulis jelaskan secara sederhana
bahwa E-Court merupakan aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan
berperkara secara online, dan memberikan layanan kemudahan baik bagi
pengguna terdaftar atau pengguna lain untuk pendaftaran secara online melalui
sistem informasi pengadilan, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara
online, pembayaran secara online, dan persidangan dilakukan secara Elektronik.

! Mahkamah Agung v RI. Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019. (Jakarta:
Mahkamah Agung, 2019), him. 7.
14
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B. Konsep E-Court di Pengadilan

Secara garis besar, bahwa aplikasi E-Court terbagi atas tiga layanan
yaitu e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment
(Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak
secara online). Namun, setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang
administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, maka adanya
persidangan secara online (e-litigasi).?

Adanya aplikasi E-Court tentu saja membawa perubahan positif di dunia
peradilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan jarak jauh dalam tahap
pembuktian. Hal tersebut dapat membantu proses beracara lebih cepat dan
efisien, sehingga tidak perlu menunggu kehadiran orang yang diperiksa tersebut
dipersidangan jika pihak yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar
negeri.

Terlaksananya E-Court di pengadilan tentunya memiliki payung hukum
sebagai dasar pemberlakuan E-Court di seluruh pengadilan Indonesia, yaitu
PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan
secara elektronik, selanjutnya untuk penyempurnaan PERMA tersebut, maka
lahir PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Secara Elektronik.

Di dalam peraturan tersebut, dapat kita ketahui bahwa lahirnya Aplikasi
tersebut dengan beberapa pertimbangan, dintaranya karena dilatar belakangi
olen Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan.”

2 Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019
tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Implementasi e-Court (e-litigasi) dan Rilis
SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0
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Untuk mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan perlu dilakukan pembaruan untuk mengatasi kendala dan hambatan
dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara
Di Pengadilan Secara Elektronik, e-court hanya menyediakan tiga layanan yang
bisa dimanfaatkan yiaut e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-
Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan
Pihak secara online). Namun, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, layanan e-court memungkinkan untuk melakukan
persidangan online (e-litigasi)

Layanan E-court yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan,
diantaranya adalah sebagai berikut:*

1. Pendaftaran perkara online (e-filing)

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru
dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan
sederhana dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara
yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata
usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha
yang lebih dan hal ini menjadi alasan untuk membuat e-court menjadi
salah satu kemudahan dalam berusaha.

Pendaftaran perkara secara online ini juga ditegaskan dalam Pasal 8

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang

menjelaskan bahwa pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dan

pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem

informasi pengadilan.

3 Mahkamah Agung RI. Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019. (Jakarta:
Mahkamah Agung, 2019), him. 7-8.
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2. Pembayaran panjar biaya online (e-payment)
Dalam pendaftaran perkara pengguna terdaftar akan langsung
mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-
court. Dalam proses generate tersebut, akan dihitung besarnya komponen
biaya yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai taksiran biaya panjar
yang selanjutnya akan dibayarkan ke rekening virtual untuk pembayaran
biaya panjar.

3. Pemanggilan elektronik (e-summons)
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa
pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-
court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara
elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna
terdaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama
dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan
yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju untuk dipanggil
secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan
apabila tidak setuju pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti
biasa.

4. Persidangan elektronik (e-litigasi)
Aplikasi  e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara
elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan
seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik

yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.
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Berikut penjelasan singkat mengenai layanan pendaftaran perkara online
melalui aplikasi E-Court.*
1. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (Non-

Advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara

di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau

mendaftar perkara baru.

Selaku pengguna terdaftar advokat perlu melengkapi data dengan hasil

pindai (scaning), data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun

pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa

beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan

validiasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut

disumpah. Berikut dokumen yang diunggah pada aplikasi e-court.®

a. Kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti KTP

b. Kartu keanggotaan advokat

c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi

Berikut tahapan pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar (advokat)

melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

a. Memiliki akun pada aplikasi e-court

b. Melakukan registrasi sebagai pengguna terdaftar, menggunakan
alamat email yang valid, karena aktivasi akun akan dikirim melalui
email yang didaftarkan.

c. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan mendapatkan email user

dan password

4 Mahkamah Agung, Diakses Melalui https://ecourt.mahkamahagung.qo.id, Pada
Kamis, Tanggal 11 Mei 2023
5 Mahmakah Agung, Buku Panduan E-Court, 2019, him. 10
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d. Login

Setal berhasil login, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat.

Selanjutnya, untuk pengguna terdaftar lainnya dari perseorangan,

pemerintah atau badan hukum, bisa mengakses e-court dengan

melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan.

. Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Perdaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna

terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan Agama, atau

pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua
berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court

Mahkamah Agung RI.

Tahapan pendaftaran perkara melalui e-court adalah sebagai berikut®:

a. Memilih pengadilan. Pengguna dapat memilih sesuai dengan
kebutuhan jenis perkara yaitugugatan online, bantahan online,
gugatan sederhana dan permohonan online.

b.  Mendapatkan nomor registrasi online (bukan nomor perkara)

c. Pendaftaran kuasa. Bagian ini adalah tahapan dimana advokat atau
pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum
melanjutkan pendaftara perkara.

d. Mengisi data pihak. Bagian ini merupakan hal yang wajib untuk
dilakukan dalam pendaftaran perkara, data yang harus di isi
diantaranya: alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut
tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten dan
kecamatan. Dengan melengkapi alamat maka biaya panjar dapat
ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan

sesuai denga ketetapan ketua pengadilan.

& Mahmakah Agung, Buku Panduan E-Court, 2019, him. 20
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e. Upload berkas gugatan. Jenis dokumen yang du upload terdapat dua
pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template
Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia
beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang diupload
berbentuk PDF dan bila bukti tersebut lebih dari satu file, maka bukti
tersebut dapat di rar atau zip-kan.

3. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

Setelah melakukan pendaftaran dan melengkapi data pendaftaran serta

dokumen perkara secara online melalui aplikasi E-court, selanjutnya

pengguna akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-

SKUM) serta Nomor pembayaran (Virtual Account) yang dapat di bayar

melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

4. Pembayaran (e-payment)

setelah mengetahui taksiran panjar atau e-Skum, akan mendapatkan
nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk
pembayaran biaya panjar perkara, pemberitahuan ini juga bisa di lihat
melalui email yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan
bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar
yang harus dibayarkan.

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan

berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya

adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang
dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.’
5. Mendapat Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya

yang dapat dilihan pada layanan (e-SKUM), pihak pengadilan

memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, selanjutnya para

7 Mahmakah Agung, Buku Panduan E-Court, 2019, him. 21



21

pihak akan mendapatkan pemberitahuan/notifikasi pada aplikasi e-Court
bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.®
6. Pemanggilan pihak secara online (e-Summon)
Setiap ada pemberitahuan, baik pemanggilan sidang atau pemberitahuan
putusan akan disampaikan kepada para pihak yang beracara melalui
saluran elektronik, yaitu dikiramkan ke alamat email para pihak, dan
informasi mengenai panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.
7. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)
Setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, maka aplikasi ini memuat
layanan yang mendukung dalam hal persidangan secara online,
Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya
dilakukan persidangan online, dalam persidangan pihak penggugat dan
tergugat mengisi persetujuan principal, maka para pihak bisa melakukan
sesuai dengan e-Summaons yang telah dikirimkan.
e-litigasi dimulai dari jawaban, replik duplik dan kesimpulan. Untuk
jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP.
Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai
jadwal sidang. Untuk mekanisme control (menerima, memeriksa,
meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan
olen majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak
mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh
majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload

dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.®

8 Mahkamah Agung, Diakses Melalui https://ecourt. mahkamahagung.go.id, Pada
Kamis, Tanggal 11 Mei 2023
® Mahkamah Agung, Buku Panduan E-Court, 2019, him. 22
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8. Salinan Putusan Secara Elektronik (e-Salinan)

Untuk mempermudah para pihak, Mahkamah Agung memastikan

aplikasi ini juga memuat putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan,

tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik ini bisa diunduh melalui
aplikasi ini oleh pihak yang beracara.
9. Tanda Tangan Elektronik (e-Sign)

Aplikasi ini juga memuat layanan penandatanganan berkas salinan

putusan Elektronik.

Menurut Susanto, dkk (2020) dalam Jurnal Cendikia Hukum disebutkan
bahwa untuk dapat memaksimalkan kinerja e-court dalam sebuah pengadilan,
ada hal-hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah sebagai berikut:*°

1. Sistem e-court haruslah mampu menciptakan bentuk terhadap suatu
proses pengolahan administrasi perkara yang sederhana. Penyederhanaan
proses ini berguna untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat yang
menginginkan adanya wujud transparansi dan pelayanan yang cepat
namun efektif serta dapat menekankan biaya perkara yang lebih relevan;

2. Sistem e-court haruslah dapat memberikan penyempurnaan kepada
proses pelayanan manajemen perkara yang sangat berguna untuk
menjaga tingkat kualitas dan produktivitas kinerja internal dalam
pelayanan perkara yang dapat dievaluasi kemudian karena dengan sistem
ini Kinerja e-court dapat terpantau dengan mudah bagi seluruh lapisan
masyarakat;

3. Sistem e-court haruslah dapat melakukan penyempurnaan terhadap
registrasi perkara, pengolahan data register secara elektronik yang

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor di

pengadilan.

10 Susanto, dkk. Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. JCH (Jurnal Cendikia Hukum).
Vol. 6. No. 1. 2020. HIm. 112-113.
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Akan tetapi, dalam penggunaan aplikasi E-Court saat ini dikhususkan
hanya untuk advokat yang terdaftar dan belum bisa digunakan untuk
perorangan. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus
melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi dimana advokat
disumpah.

Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan resiko yang akan terjadi
yaitu berupa resiko keamanan. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu
meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara
online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan
pendaftan perkara

Dengan diberlakukannya e-court di setiap pengadilan, akan memberikan
beberapa manfaat kepada setiap masyarakat yang diantaranya sebagai berikut:!

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;

2. Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dari berbagai metode
pembayaran dalam bank;

3. Dokumen terarsip dengan baik dan bisa terakses dari berbagai lokasi;

4. Proses temu kembali dengan cepat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep e-court di
pengadilan ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada setiap
lapisan masyarakat di mana masyarakat tidak harus datang secara manual ke
pengadilan untuk mendaftarkan perkara, melainkan setiap masyarakat dapat
mendaftarkan perkara dan seluruh kegiatan persidangan dapat dikirim melalui
internet dengan sistem e-court di setiap pengadilan. Oleh karenanya, seluruh
masyarakat harus dapat memahami kemudahan yang telah menjadi salah satu

trobosan di pengadilan ini guna memberikan pelayanan yang lebih optimal.

11 pengadilan Negeri Sumber. Buku Panduan E-Court. (Cirebon: Pengadilan Negeri
Sumber Kelas 1 B, 2019)., him. 4.
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C. Dasar Hukum Pelaksanaan E-Court di Pengadilan

Jika pengadilan berpedoman pada asas pelayanan publik yang
transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian
waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses dan sebagainya, akan sangat sulit
untuk diimplementasikan tanpa mengadopsi kemajuan teknologi, dan
memanfaatkannya di dalam penerapan.

Sehingga, untuk mewujudkan semua itu, Mahkamah Agung RI bersama
lingkungan peradilan dibawahnya, selalu menggunakan kemajuan teknologi
informasi sebagai pendukung sebagal upaya transparansi agar peningkatan
kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung tertap terjaga.

Untuk ~itu, dalam pelaksaan yang nyata, Mahkamah Agung RI
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk
mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional,
transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan
Secara Elekronik, yang dimana pada PERMA No 3 Tahun 2018 tersebut hanya
mencakup pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemangilan
para pihak dan pengguna yang dapat beracara menggunakan E-Court tersebut
hanya pengguna pendaftar saja yaitu Advocad.

Sebagai upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan
kemudian di perbarui lagi dengan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik adalah
serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.'? Hal
tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung untuk

12 pasal 1 Angka 7, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
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pembaruan dalam mewujudkan reformasi dunia peradilan di Indonesia dengan
mengeluarkan aplikasi E-Court.

Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku
untuk proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan, permohonan,
keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban,
replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pengguna e-
Court akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna
Lain.'®* Untuk Pengguna Lain, akun didapatkan melalui meja e-Court pada
pengadilan, berikut dokumen yang harus dipenuhi yaitu :

1. Perorangan
a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;
2. Kementerian/Lembaga/BUMN

a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;

b. Kartu Pegawai;

c. Surat Kuasa/Surat Tugas.

3. Kejaksaan

a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;

b. Kartu Pegawaij;

c. Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas

4. Badan Hukum
a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;
b. Surat Keputusan sebagai Karyawan;

c. Surat Kuasa Khusus.

13 Bunyi Pasal 8, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
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5. Kuasa Insidentil

a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;

b. Surat Kuasa Khusus;

c. ljin insidentil dari Ketua Pengadilan®*

Ke dua Perma yang telah disebutkan di atas, menjadi dasar eksistensi
diberlakukannya e-court di sejumlah pengadilan di Indonesia, adanya regulasi
ini memberikan ruang kepada pengadilan untuk dapat melakukan persidangan
secara elektronik, sabagai bukti bahwa pengadilan mengadopsi kemajuan
teknologi, dan memanfaatkannya di dalam penerapan, tidak terkecuali
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Dengan Terciptanya pelaksanaan di pengadilan menggunakan E-Court
dalam penyelesaian perkara, diharapkan mampu memenuhi amanan UU No 48
Tahun 2009, yaitu untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan untuk semua pihak yang berperkara di pengadilan.

Sebagai landasan hukum, peraturan Mahkamah Agung dalam
penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di
pengadilan merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana yang di atur dalam Perpres Nomor 95
tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*

Sistem Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.* Maka dari
itu, penggunaan E-Court adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Perpres Nomor
95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan

menjadikan pengadilan yang lebih

4 Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor:129/KMA/SK/VI111/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan secara Elektronik

15 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

16 Bunyi Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.
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Namun, dalam hal pelaksanaannya, layanan yang di berikan oleh
pengadilan melalui E-Court akan ada kendala yang dihadapi, yang kemudian
akan diberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Beberapa permasalahan dalam pemberlakuan E-Court kiranya perlu
penyempurnaan untuk tercapainya tujuan pemberlakuan E-Court itu sendiri.
Pertama, pelaksanaan sidang secara online (E-Litigasi) harus didasari
kesepakatan semua pihak. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat
diterapkannya E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata meskipun
Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengupayakan
penyelesaian perkara melalui E-Court. Sebagaimana yang tertulis oleh
Keumenterian Keuangan dalam salah satua artikelnya, bahwa dalam prakteknya
terkadang ada pihak tertentu yang terkedala mengikuti persidangan dilakukan
secara E-Court dengan alasan gaptek, sehingga majelis hakim juga tidak bisa
memaksakan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara online,
padahal apabila pihak tersebut memang benar-benar gaptek, majelis hakim dapat
memfasilitasi agar pihak yang tidak setuju tersebut datang langsung ke
pengadilan setempat untuk dibantu penginputan dokumen pada aplikasi E-Court
oleh petugas dari pengadilan, sehingga tidak merugikan pihak lain yang telah

sepakat melaksanakan sidang secara online.*’

D. Konsep Efektivitas

Pembahasan mengenai Efektivitas adalah sebuah topic yang menarik
untuk di bahas, karena efektifitas ialah sebuah konsep yang luas, mencakup
berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam organisasi.

Konsep efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti
berhasil, atau suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari
kata efektif yang mengandung arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai

17 Kementerian Keuangan, Diakses Melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id, pada
Rabu, 17 mei 2023
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tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga, efektivitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. 8

Berikut penjelasan beberapa ahli mengenai efektivitas, diantaranya
adalah menurut Pasolong (2007: 4) mengatakan bahwa “efektifitas berasal dari
kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas
dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variabel lain. Efektivitas
merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada
pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan
dengan kualitas, kuantitas dan waktu”.

Hidayat, menggungkapkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.
Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, semakin tinggi
efektivitasnya.

Schemerhon John R. Jr. juga mengungkapkan bahwa efektivitas adalah
pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output
anggaran atau seharusnya (OA) dengan outputrealisasi atau sesungguhnya (OS),
jika (OA) > (OS), disebut efektif.

Selanjutnya, Prasetyo Budi Saksono mengungkapkan seberapa besar
tingkat kelekatan output yang dicapal dengan output yang diharapkan dari
sejumlah input.®

Miller, mengemukakan bahwa “efektivitas dimaksud sebagai tingkat
seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya, namun, efektifitas ini

harus dibedakan dengan efisiensi, dikarenakan efesiensi terutama mengandung

18 Muhammad Sawir, Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Cet. 1,
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2020), him. 126

19 Lysa Angrayni, dan Yusliati, Efektifitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta
Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, Cet. 1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi
Indonesia, 2018), him. 13
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pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara
langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan”.?

Selanjutnya, Soewarno Handayaningrat menyatakan bahwa efektivitas
adalah pengukuran dalam arti terciptanya tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya, sedangkan Georgopolous dan Tannembaum mengemukakan bahwa
efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu
organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga
mekanisme mempertahankan diri-dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain,
penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.?!

Untuk mengukur tingkat keberhasilan, penting untuk mengatahui unsur-
unsur dari kriteria efektivitas diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu
Ketepatan perhitungan biaya
Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan
Ketetapan dalam menentukan pilihan
Ketetapan berfikir
Ketetapan dalam melakukan perintah

Ketetapan dalam menentukan tujuan

O N o g B~ WD

Ketetapan sasaran

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas,
penulis menyimpulkan secara sederhana, bahwa yang dimaksud dengan
efektifitas adalah pengukuran seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai
tujuannya. Sehingga efektifitas merupakan konsep yang sangat penting, karena
mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai sasarannya.

20 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Cet. 1 (Jakarta: PT Grasindo, 2005),
him. 138

2l La Tarifu, Komunikasi Pertanian Konsep Penyampaian Pesan Dan Penyuluhan,
Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2021), him. 67
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Namun, jika berbicara asas efetivitas, yang dimaksud dengan asas
efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum
secara tepat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 huruf (¢) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Sedangkan dalam pasal 58 huruf (i) undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintah daerah merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan asas
efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan
berdaya guna”??

Oleh karena itu, efektivitas juga dapat di pahami, sebagai tercapainya
tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian
alternative -atau pilihancara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan

lainnya.

22 pasal 58 Huruf (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah



BAB TIGA
PENERAPAN E-COURT DI MAHKAMAH
SYAR’IYAH BANDA ACEH

A. Profil Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh beralamat di Jalan: JI. RSUD
Meuraxa GP. Mibo Banda Aceh, merupakan Mahkamah Syar’iyah tingkat
pertama di Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ini hadir
dengan sejarah panjang, yang sebelumnya dibentuk dari zaman Kesultanan
Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan
dan kedudukan Mahkamah Syar’iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat
seperti sekarang ini.

Keberadaan Mahkamah Syar’iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten
atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan,
di mana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum
Islam yang menyatu dengan adat istiadat. Menurut Suadi dan Candra, sejarah
masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa dalam pandangan orang-
orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat
dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan
mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.*® Keterangan tersebut
serupa juga diketengahkan oleh Majid, bahwa bagi pemahaman masyarakat
Aceh, syariat Islam dan adat merupakan dua hal yang menyatu, sehingga ada

4 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 388:
Hadi menyatakan, masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam dahulu juga tidak dapat
terlepas dari pengambilan rujukan hukum adatnya. Inilah barangkali menjadi imbangan tentang
hukum Islam dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan. Lihat dalam, Amirul Hadi, Aceh: Sejarah,
Budaya, dan Tradisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), him. 254: Kesultanan
Aceh saat masa lampau dalam menetapkan hukum juga didasarkan pada hukum, adat, reusam,
dan ganun, yang kesemuanya berada di bawah naung agama Islam Syariat Nabi. Lihat, Qurrotul
Aini, dkk., “Mahkamah Syari’ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan
Eksistensinya”. Jurnal: Yudisia. Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), him. 103.
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slogan yang menyebutkan: “hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut”.*
Melekatnya hukum Islam ini dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam
masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam, pidana Islam,
dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tintutan
lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak
zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qadi
Malik al-Adil yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. Qadi Malik al-
Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung seperti sekarang
ini, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Ulee Balang
terdapat Qadi Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerahnya yang
berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama. Tingkat Banding terhadap
putusan Qadi Ulee Balang diajukan ke Qadi Malik al-Adil.*®

Di Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari
pengadilan adat, dimana untuk tingkat Ulee Balang ada pengadilan yang
diketuai oleh Ulee Balang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat
afdeeling atau onderafdeeling ada pengadilan yang bernama “Musapat” yang
dikepalai oleh Controleur, dimana Ulee Balang serta pejabat-pejabat yang
tertentu menjadi anggotanya. Dalam prakteknya bila perkaranya melulu
bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qadi
Ulee Balang untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan
hukum yang lain dari hukum agama, diketuai sendiri oleh Ulee Balang yang

bersangkutan dengan didampingi Qadi Ulee Balang dimaksud.*®

4Abdul Majid, Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap
Masyarakat di Wilayah Syariat, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), him. 2.

SAbdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 17.

*Diakses melalui: https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/, tanggal 22 September 2019.
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Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di
Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.
Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai
salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah,
antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan
Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh
Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah
Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat
Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat
oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan
Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps
tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah
di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama
Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di
Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah
memutus soal-soal tentang:*’

1. Nikah, thalag, rujuk, nafkah dan masalah perkawinan lainnya
2. Pembahagian pusaka ( kewarisan )

3. Harta wakaf, hibah, shadagah dan selainnya

4. Baitul mal.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan
hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun
1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh.
PP tersebut keluar setelah ada desakan dari tokoh-tokoh Ulama Aceh saat itu
kepada pemerintah pusat (Departemen Agama) di Jakarta yang dituangkan
dalam suatu Surat Pernyataan, ditandatangani 17 orang tokoh Ulama Aceh yang

kebetulan bekerja pada kantor-kantor dalam lingkungan Departem en Agama.

47Diakses melalui: https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhX17rjRkZCVHFtMmxaQO0k
Iview, tanggal 22 September 2019.
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Inti dari pernyataan dimaksud adalah mengharap/meminta kepada Kementerian
Agama agar memperjuangkan dasar hukum (status) Mahkamah Syar'iyah di
Daerah Aceh dengan bersungguh-sungguh hingga tercapai, meski dengan jalan
menyimpang (afwijken) dari prosedur biasa. Setelah lahirnya PP No. 29 Tahun
1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan, sedangkan Mahkamah
Syar'iyah Kewedanaan berubah menjadi Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama.*®

Peraturan Pemerintah tersebut tidak berumur panjang karena ternyata
kemudian daerah-daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama
kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akhirnya tuntutan daerah lain di luar Jawa dan
Madura dipenuhi Pemerintah Pusat dengan dicabut kembali PP Nomor 29 tahun
1957 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan
Madura. Dengan demikian jelaslah bahwa Daerah Aceh sekali lagi merupakan
daerah modal untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di
daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa dan
Madura sejak tahun 1882 dan Kerapatan Qadli di Sebagian Kalimantan Selatan
dan Timur yang lahir sejak tahun 1937, maka kewenangan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura termasuk di Aceh jauh
lebih luas. Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20
Mahkamah Syar’iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai 1bu Kota
Provinsi Aceh, dan mewlayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh.*°

“Diakses melalui: https://drive.google.com/file/d/0B48qcthXI7rjRkZCVHFtMmxaQO0k
Iview, tanggal 22 September 2019.

“SDiakses melalui: https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQO0k
Iview, tanggal 22 September 2019.
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Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama
di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh
Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari‘at
Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar iyah
adalah lembaga Peradilan Syari‘at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai
pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret
2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah
pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka
hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah
Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding
yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yakni di
Banda Aceh.*

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariyah dan
Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan
kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang
ibadah dan syi‘ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan
Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah

50Masing-masing Mahkamah Syar’iyah tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1
butir 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:®!
a. Perkawinan
b. Waris
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat
Infaq
Shadagah

i. Ekonomi syariah.

a o

o Q@ - o

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun
2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar’iyah untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama
dalam bidang:*?
a. Al-Ahwal al-Syakhsiyah
b. Mu’amalah
c. Jinayah
Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia
dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan
Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut

mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi

SIDiakses melalui: https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/, tanggal 22 September 2019.

52Abdul Manan, Mahkamah..., him. 62: Lihat juga, Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah
Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman”. Jurnal: al- ‘4dalah. Vol. 13, No. 1, (Juni
2016), him. 42.
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Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum
acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,
tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan
Syari’at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya
Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan
Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat
pertama.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90
Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan
129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh di
samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.>®* Adapun
visi Mahkamah Syar’iah Banda Aceh yaitu: “Terwujudnya Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh yang Agung”. Dalam menjalan visi tersebut, Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh memiliki mist sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama,
atau disebut juga dengan nama ‘“Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A”
yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkaman diberikan kewanangan
yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara di bidang

nikah atau perkawinan (al-ahwal al-syakhsiyah), perdata (mu amalah), maupun

%Mahkamah Syar’iyah Aceh, Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum
dan Setelah Kemerdekaan RI. Diakses melalui: https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/187-
sejarah-perkembanga-peradilan-agama-di-aceh-sebelum-dan-setelah-memerdekaan.html,
tanggal 22 September 2019.



38

perkara di bidang tindak pidana (jinayah). Salah satu perkara yang menjadi
sorotan dalam penelitian ini adalah perkara di bidang perkawinan (al-ahwal al-
syakhsiyah), khususnya masalah eksekusi nafkah yang lampau setelah terjadinya
perceraian, yang umum diistilahkan dengan nafkah madiyah. Untuk lebih
jelasnya, masalah ini akan diuraikan dalam sub bahasan selanjutnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Konsep E-Court atau Electronic Court telah dikemukakan terdahulu,
yaitu pengadilan elektronik atau sistem pengadilan yang dilaksanakan dengan
memakai informasi dan-komunikasi elektronik secara online. Konsep E-Court
ini layanan yang berbasis kepada empat aspek penting, yaitu e-filing
(pendaftaran perkara secara online di pengadilan), e-payment (pembayaran
panjar biaya perkara online) e-summons (pemanggilan pihak secara online) dan
juga e-litigation (persidangan secara online).>*

Keempat sistem pelayanan secara online di atas merupakan langkah
penting sekaligus impelemntasi pelayanan prima yang diterapkan oleh lembaga
peradilan, termasuk Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. E-filing
(pendaftaran perkara secara online di pengadilan) mempunyai alur minimal
enam langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pertama harus mendaftar pada pengadilan tujuan. Pendaftaran ini
dilakukan oleh para pihak yang dikuasakan kepada kuasa hukum atau
dapat juga atas nama pribadi (tanpa pengacara). Hanya saja, sekiranya
yang mendaftarkan adalah kuasa hukum atau advokad, maka seluruh
tahapan mengenai akses e-court ini sepenuhnya dilakukan oleh kuasa
hukum.

2. Setelah mendaftar, maka pengguna terdaftar mendapatkan nomor

registrasi pendaftaran perkara. Nomor registrasi ini kemudian menjadi

4Diakses melalui: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, tanggal 22 Februari 2023.
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bagian penting untuk tahapan berikutnya, mislanya penentuan jadwal
sidan dan lainnya.

3. Langkah berikutnya adalah menggunggah dokumen surat kuasa yang
sudah bermaterai.

4. Mengisi identitas

5. Mengunggah berkas perkara

6. Langkah terakhir adalah menunggu proses pembayaran panjar, di mana
alur dan akses pembayaran panjar ini-memiliki pola tersendiri.
Alur dan langkah e-filing sebagaimana tersebut di atas bisa dipahami

dalam gambar berikut:
Gambar 3.1: Tata Cara E-Filling
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Segera miliki akun pendaftaran E-Court
https://ecourt. mahkamahagung.go.id/

Sumber: MS Banda Aceh (Februari 2023)
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Berdasarkan alur di atas, dapat dipahami bahwa pihak yang berperkara
pada dasarnya bisa diwakilkan kepada kuasa hukum untuk dapat mendaftarkan
sendiri perkara yang diajukan, baik itu masalah perceraian, gugatan warisan, dan
masalah hukum lainnya baik berbentuk gugatan atau permohonan. Pihak yang
mendaftar ini selanjutnya disebut dengan pengguna terdaftar. Perma Nomor 1
Tahun 2019 menyebutkan pengguna terdaftar adalah advokad atau kuasa
hukum, bukan pihak yang secara langsung berperkara. Hal ini selaras dengan
ketentuan Pasal 1 butir 4 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Pengguna terdaftar ialah advokad yang memenuhi syarat sebagai
pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang
diatur oleh Mahkamah Agung”.

Ketentuan di atas mempertegas bahwa aluar pendaftaran secara online
bagi para pihak dilakukan oleh pengguna terdaftar, yaitu advokad atau kuasa
hukum. Hanya saja, pada faktualnya, pihak yang berperkara tanpa ada kuasa
hukum juga dapat mendaftarkan sendiri melalui e-filling. Hal ini diakui oleh
Yusri, salah satu Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, bahwa yang
mendaftarkan ke e-court dapat dilakukan oleh kuasa hukum atau advokad
sekiranya pemohon atau penggugat menggunakan jasa kuasa hukum, atau dapat
juga dilaksanakan secara pribadi atau perorangan yang menjadi pemohon dan
penggugat secara langsung.>® Demikian juga dikemukakan oleh Rifki Maulana,
selaku staf di bagian Informasi dan Teknologi (IT) menyebutkan seperti berikut:

“Para pengacara wajib mempunyai akun email untuk masuk ke e-court,
lalu sekiranya pengacara tidak bisa membuka akun e-court maka mereka
juga harus datang ke Mahkamah Syari’iyah supaya akunnya dapat
diaktifkan. Bagi masyarakat wajib datang ke Mahkamah Syar’iyah untuk
mengaktifkan akun e-court tersebut, hal tersebut bagi mereka yang tidak
menggunakan jasa pengacara kalau mereka menggunakan jasa pengacara
maka tidak perlu membuka akun e-court lagi sebab sudah ada pada

SWawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 25 Maret 2022.
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pengacara. Biasanya jika menggunakan jasa advokad akan lebih
memudahkan para pihak”.%®

Tahap berikutnya pasca pendaftaran pertama ialah melakukan
pembayaran uang panjar perkara atau e-payment. E-payment adalam suatu
sistem pembayaran dengan menggunakan fasilitas elektronik berupa internet dan
perangkat tertentu sebagai perantara antara pihak yang berperkara dengan pihak
lembaga Pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah. Pembayaran perkara ini juga
memiliki alur tertentu di dalam pelaksanannya diproses setelah dilakukan
pendaftaran. Langkah di dalam pembayaran ini dapat dikemukakan berikut:

1. Setelah mendaftar, para pihak atau melalui kuasa hukum (advokad)
secara ‘langsung mengakses akses e-court dan membuka laman
pembayaran secara online.

2. Meninjau besaran biaya perkara di lama yang sudah disediakan dalam
situs e-court.

3. Melakukan perkiraan biaya perkara yang terformal di dalam bentuk e-
skum atau Surat Kuasa Untuk Membayar dalam bentuk elektronik. E-
skum adalah aplikasi perkiraan perhitungan biaya perkara yang bisa
digunakan oleh tiap pencari keadilan (pemohon atau tergugat). Aplikasi
e-skum ini sebagai satu sistem aplikasi yang sengaja dikembangkan
sistem IT dan sekaligus sebagai implementasi dari amana Perma Nomor
1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan e-court. Fuangsi e-skum sebagai
simulator biaya perkara yang dilaksanakan baik di tingkat pertama dan
kedua (banding), maupun di tingkat kasasi.

4. Langkah berikutnya adalah menunggu serta mendapatkan rekening
virtual dari bank. Dalam konteks ini, bank yang dimaksudkan telah

memiliki kerja sama dengan Mahkamah Syar’iyah.

%Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022.
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5. Mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik.
Notifikasi ini diperoleh secara langsung melalui akun yang sudah
didaftarkan di awal oleh kuasa hukum atau secara pribadi.

6. Panjar perkara secara nominal. Pada tahap ini, para pihak atau kuasa
hukum harus membayar kepada nomor rekening bank yang bersangkutan
di dalam waktu 1x24 jam. Sekiranya di dalam batas waktu itu tidak
membayar, maka para pihak wajib untuk mendaftar ulang sebagaimana
tahapan-tahapan awal mulai dari e-filling sampai e-payment.

Keenam alur di atas dapat dikemukakan kembali ke dalam langkah-
langkah seperti dalam gambar berikut ini:
Gambar 3.2: Alur E-Payment

Segera miliki akun pendaftaran E-Court
https://ecourt mahkamahagung.go.id/

Sumber: MS Banda Aceh (Februari 2023)
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Mekanisme e-court sebagaimana tersebut di atas memiliki dua tahap
umum yaitu melakukan pendaftaran secara pribadi atau melalui kuasa hukum,
kemudian diikuti dengan proses pembayaran secara online kepada rekening
yang sudah ada dan ditentukan oleh pihak pengadilan. Langkah berikutnya
adalah pemanggilan para pihak secara online atau e-summons. E-summons
ataupun pemanggilan para pihak secara online ini disampaikan kepada para
pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi
panggilan tersebut dapat dilihat pada aplikasi e-court.>’

Pemanggilan secara online tersebut akan menentukan apakah para pihak
itu berkehendak beracara secara online atau tidak. Sekiranya tidak setuju, maka
proses persidangan dilakukan secara manual, dan sekiranya keduanya bersedia,
maka di dalam prosesnya dilakukan secara online, mulai dari surat gugatan,
replik-duplik, hingga putusan dilakukan secara online dan dikirimkan kepada
para pihak. Alur proses pemanggilan secara online ini dapat dipahami dalam
gambar berikut ini:

Gambar 3.3: Alur E-Summons
0D e-COw_ﬁ y

PEMANGGILAN PERSIDANGAN SECARA

ONLINE MELALU|] E-COURT
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- P

Sumber: MS Banda Aceh (Februari,2023)

5’Diakses melalui: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, pada tanggal 23 Februari 2023.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan e-court
ini berbasis teknologi internet dan dioperasikan berdasarkan sistem elektronik
atau perangkat penunjang untuk menyalurkan informasi dari pengadilan kepada
pihak yang bersangkutan atau sebaliknya dari para pihak pada pengadilan.
Penggunaan internet bertujuan untuk memberikan informasi seputar layanan
kepada pengguna layanan.®® Menurut Yusri, e-court Makhamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh sama seperti Mahkamah Syar’iyah di seluruh Aceh dan lembaga
peradilan di Indonesia pada umumnya, yaitu dimulai sejak dikeluarkannya
Peraturan Mahkamah ‘Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.>® Dalam
keterangan Yusri juga disebutkan sebagai berikut:

“Dimulainya pemberlakuan e-court pada Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh adalah sejak dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik. tujuan e-court tersebut adalah bentuk
pelayanan masyarakat. E-court juga didedikasikan agar memudahkan
masyarakat dalam beracara di pengadilan”.°

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa proses
penggunaan e-court ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan prima
kepada individu yang mencari keadilan di Mahkamah Syar’iyah. Mekanisme
penggunaan e-court memungkinkan -kepada para pihak melaksanakan
pendaftaran, pembayaran biaya perkara, menerima panggilan dari pengadilan
dan dapat pula melakukan proses persidangan, dan semuanya dilakukan secara
online atau daring (dalam jaringan). Pelaksanaan persidangan masih
memungkinkan dilakukan secara manual apabila salah satu pihak tidak setuju

dilakukan secara online. Maknanya, e-litigation atau proses persidangan secara

%Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2018), him. 78.

YWawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 25 Maret 2022.

80Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 25 Maret 2022.
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online ialah bentuk pilihan, dan para pihak bebas untuk memilih apakah
dilakukan secara alaktronik (online) atau manual sebagaimana yang berlaku
pada umumnya seperti para pihak hadir di sidang pengadilan, proses gugatan,
jawaban, replik dan duplik hingga putusan dilakukan secara manual dan
langsung.

C. Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Implementasi dan pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh baru dimulai tahun 2019 semenjak dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun
2019. Sejauh ini, Yusri menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem e-court di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah berjalan cukup efektif dan maksimal.
Penggunaan sistem elektronik ini sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19,
yaitu dimulai sejak tahun 2019 setelah dikeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019,
namun begitu prosesnya baru dikenal secara luas dan palaksanannya juga cukup
massif di waktu Pandemi Covid-19 sedang berlangsung.®*

Untuk mengukur efektivitas penggunaan e-court ini, maka yang
digunakan adalah efektivitas hukum. Secara teoritis dan konseptual, efektivitas
hukum pada gilirannya menunjukkan pada efektif tidaknya pemberlakuan
hukum yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau instansi terkait. Dalam hal ini,
hukum dimaksudkan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019. Penerapan aturan
hukum oleh para ahli bisa diukur efektivitasnya dengan indikator tertentu, mulai
dari materi hukum, instansi atau lembaga yang melaksanakan hukum, kesadaran
hukum masyarakat, dan juga sarana dan prasarana sebagai alat penunjang dalam

melaksanakan materi hukum tersebut.%?

#1Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 25 Maret 2022.

82Munir Fuady, Teori-Teori Besar: Grand Theory dalam Hukum, Cet, 3, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 117: Lihat juga Achmad Ali, Menguak Teori
Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Cet. 7, Edisi Dua,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 308-310.
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Mengukur sudah efektif tidaknya hukum dapat dilihat dari pada
pencapaian tujuan, kemampuan (termasuk di dalamnya adalah sistem yang
dijalankan), serta pemanfaatan tenaga manusia.®® Konsep efektivitas dapat
disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.4: Konsep Efektivitas Steers dan Argris

Sumber: Hessel Nogi Tangkilisan, 2005. (Februari 2023)

Teori efektivitas mempunyai cakupan yang relatif cukup luas, baik

dilihat dari sudut pandangan kinerja pelayanan, aktivitas dan kinerja organisasi,
atau di dalam mengukur efektivitas hukum. Luasnya cakupan teoretis efektivitas
tersebut juga berpengaruh pada indikator-indikator yang digunakan. Mengukur
efektivitas hukum memiliki indikator tertentu, secara umum meliputi 4 (empat)
macam yaitu ada materi hukum yang baik, aparat penegak hukum yang baik,
ada masyarakat dan kesadaran hukum yang baik, serta ada sarana dan prasarana,
termasuk fasilitas dalam meneggakan opsi-opsi hukum yang telah diatur dalam

materi hukum tadi.5*

83Hessel Nogi Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2005), him. 139.

84 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum..., him. 308-310.
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Kaitan dengan penggunaan e-court pada Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh, Yusri mengklaim telah efektif, meskipun belum maksimal
terlaksana sebab masih ditemukan beberapa kendala. Dalam keterangannya
diulas sebagai berikut:

“Dari segi efektifitas, dapat dikatakan sudah efektif pelaksanaan e-court
pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Sejauh ini, e-court di
Mahkamah Syar’iyah belum bisa dikatakan maksimal, namun saat ini
suddah dilakukan dan diupayakan dengan baik, bahkan penggunaan e-
court ini telah ada dan banyak kasus sudah menggunakan e-court”.®°

Untuk mengetahui klaim tersebut di atas, dapat dilihat kembali dalam
aspek empat indikator efektivitas hukum sebelumnya, seperti dipahami dalam
uraian di bawah ini:

1. Ditinjau aspek indikator materi hukum, penggunaan e-court sudah
memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019.
Secara materi hukum, Perma tersebut memiliki isi dan materi hukum
yang lengkap, mulai dari syarat-syarat pendaftaran, ketentuan proses
pendaftaran online, proses pembayaran hingga proses persidangan secara
online atau elektronik.

2. Dilihat dari aspek indikator pelaksana hukum, para hakim dan bagian
staff Informasi dan Telekomunikasi (IT) Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh sudah mampu mengoperasionalnya dengan baik.® Di sisi
lain, para pihak yang beperkara juga dapat mengikuti proses e-court
dengan menggunakan jasa advokad (kuasa hukum), meski demikian

masih ada kendala mengenai tidak semua masyarakat memiliki

®Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 25 Maret 2022.

®Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 25 Maret 2022.
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pengetahuan tentang teknologi informasi sehingga penggunaan e-court
tidak terlaksana bagi masyarakat yang belum paham teknologi.®’

3. Dilihat dari masyarakat, di poin kedua telah dijelaskan bahwa tidak
semua masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara mengetahui
dan paham tentang e-court. Karena itu, bagi para pihak yang
menggunakan jasa kuasa hukum, maka prosesnya akan maksimal,
sementara bagi pihak yang secara individu tanpa memiliki advokad lebih
memilih mengikuti proses manual di pengadilan.

4. Dilihat dari aspek indikator sarana dan prasarana, sejauh ini sudah baik,
di antaranya kelengkapan prangkat komputer serta situs atau laman e-
court di Mahkamah Syar’iyah sudah tersedia dengan baik. Hanya saja,
ada kendala dari aspek jaringan, sebab ada kondisi di mana jaringan
internet mengalami hambatan dan tidak berfungsi.®®
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan e-court

di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak sepenuhnya efektif, meskipun ada
klaim sebelumnya yang menyebutkan pelaksanannya sudah efektif. Klaim
tersebut tidak sepenuhnya benar, karena dalam pelaksanannya masih ditemukan
beberapa poin yang menjadi kendalanya, di antaranya terdapat pada indikator
masyarakat yang tidak sepenuhnya paham mengoperasikan e-court,
ditambahkan indikator sarana dan prasarana, khususnya sistem internet yang
memiliki kelemahan jaringan. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum maksimal dan
belum efektif.

8"Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022.

®\Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022,
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D. Kelebihan dan Kekurangan terkait Pelaksanaan E-Court di Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh

Penggunaan e-court di lembaga peradilan adalah sudah menjadi tuntutan
di dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah didukung dengan
lembaga-lembaga negara yang menjalankan sistem operasionalnya yang efesien,
modern, akuntabel dan transparan. Sistem operasional yang efisien dan modern
hanya bisa dilakukan sekiranya semua jenis layanan yang berkembang, apalagi
produk ilmu pengetahuan saat ini-dapat dimanfaatkan secara baik. penggunaan
layanan online dengan menggunakan perangkat elektronik adalah salah satu
bagian dari proses menuju lembaga negara yang modern dan transparan.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur secara tegas bahwa
penggunaan media online dalam berperkara di pengadilan adalah suatu upaya
untuk memaksimalkan pelayanan di pengadilan yang efesien dan modern. Hal
ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu:

“Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum
penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik
di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara
yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern™.

Penggunaan dan pemanfaatan e-court di Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh memiliki kelebihan dan kekuangan tersendiri. Berikut ini, dapat
dijelaskan kedua aspek ini:

1. Kelebihan pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Kelebihan pemanfaatan dan penggunaan sistem jaringan internet di
saat berproses di pengadilan ialah dari sisi afisiensi waktu, kemudian biaya
ringan, para pihak tidak lagi perlu membayar biaya pemanggilan yang umum
berlaku di proses pemanggilan secara manual. Para pihak hanya dikenakan

besar biaya administrasi.®® Hal ini selaras dengan ketentaun Pasal 2 Perma

89Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 25 Maret 2022.
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Nomor 1 Tahun 2019 di awal, bahwa ketentuan tentang e-court
diperuntukkan agar berpekara di pengadulan menjadi lebih profesional,
transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.
2. Kekurangan pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Selain kelebihan, pelaksanaan e-court pada Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh juga mempunyai kekurangan tersendiri. Sejauh ini kekurangan
yang ada dan muncul berkaitan langsung dengan kendala e-court seperti
dikemukakan di awal. Kekurangan pelaksanaan e-court tersebut bisa
dibedakan menjadi dua aspek yaitu:

a. Dari aspek masyarakat, para pihak yang berpekara ada yang belum
tahu dan belum mengerti mengoperasikan sistem online, baik pada
tahapan e-filling, e-payment, atau e-summons. Hal tersebut juga
mengindikasikan para pihak juga akan mengalami kesulitan dalam
melaksanakan proses e-litigation (beracara di pengadilan secara
online, seperti menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan lainnya).

b. Dari aspek sistem jaringan, terkadang jaringan untuk mengakses e-

court mengalami kendala masuk atau sign.”

"Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh didasarkan
pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Mekanisme atau pola pelaksanaan e-court terdiri dari empat bagian,
yaitu bagian pendaftaran secara online (e-filling) dilakukan oleh kuasa
hukum/advokad atau individu yang berperkara, bagian kedua
pembayaran biaya secara online (e-payment) oleh pengguna terdaftar,
bagian tiga pemanggilan para pihak secara online (e-simmons) oleh
pihak Mahkamah Syar’iyah, dan terakhir bagian keempat melaksanakan
persidangan secara online (e-litigation) sesuai pilihan pihak yang
berpekara.

2. Pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak
sepenuhnya efektif. Indikator efektivitas hukum minimal harus
memenuhi empat aspek yaitu -materi hukum, pelaksana hukum,
masyarakat hukum, dan fasilitas dan sarana-prasarana dalam
melaksanakan hukum. Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan materi
hukum yang telah merinci proses pelaksanaan e-court di pengadilan,
para hakim dan advokad merupakan para penegak hukum yang telah
mengerti mengoperasikan sistem e-court, masyarakat atau para pihak
yang berperkara masih belum paham dan mengerti dalam
mengoperasikan e-court, dan sarana-prasarana seperti perangkat internet
masih ada kendala jaringan. Atas dasar itu, tidak semua indikator
efektivitas hukum dipenuhi dalam pelaksanaan e-court di Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh.
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3. Pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memiliki
aspek kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan pelaksanaan e-
court adalah efisiensi waktu, biaya ringan, para pihak tidak lagi perlu
membayar biaya pemanggilan, tapi hanya ditetapkan biaya administrasi.
Adapun kekurangan pelaksanaan e-court adalah para pihak yang
berpekara belum belum paham dan mengerti mengoperasikan sistem
online, baik pada tahapan e-filling, e-payment, atau e-summons termasuk
menggunakan aplikasi zoom saat proses e-litigation yaitu persidangan
secara online. Selain itu kekurangan lainnya adalah sistem jaringan

mengakses e-court mengalami kendala masuk atau sign.

B. Saran
Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa
saran sebagai rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Penegak hukum termasuk lembaga Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh perlu melakukan kerja sama dengan perangkat gampong dalam
upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang
keberadaan e-court agar masyarakat mendapatkan kemudahan dari segi
efisiensi waktu, pembayaran biaya yang murah dan tidak lagi membayar
biaya pembanggilan. Karena itu penting pula bagi pihak Mahkamah
Syar’iyah melakukan pelatihan secara kontinu kepada masyarakat.

2. Staf bagian informasi dan telekomunikasi (IT) perlu memaksimalkan
proses pelaksanaan e-court terutama tentang kendala jaringan perngkat.
Lembaga pengadilan juga perlu menambah ahli IT yang profesional guna
pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat berjalan

maksimal serta efektif.
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